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LEMBARAN	 DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
TAHUN 2013 NOMOR 4 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 
NOMOR 4 TAHUN 2013
 

TENTANG
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
 
TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
 

KABUPATEN WAY KANAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI WAY KANAN,
 

Menimbang a.	 bahwa daerah otonom Kabupaten Way Kanan 
berwenang penuh mengatur penyelenggaraan 
urusan rumah tangga daerah sendiri dan urusan 
pembantuan di Kabupaten Way Kanan; 

b.	 bahwa Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten 
Way Kanan yang telah diatur dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten 
Way Kanan perlu dilakukan perubahan dan 
peninjauan kembali agar lebih efektif dan efisien 
scsuai dcngan Peraturan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

c.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Dacrah tcntang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way 
Kanan. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tcntang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 ten tang 
Pembcntukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way 
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung 
Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3825); 

3.	 Undang-Undang..... 



3.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahuri 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahari 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Ta.huri 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahuri 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
1'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pcmerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahuri 2007 Nomor 82, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

9.	 Peraturan Pemcrintah Nomor 41 Tah'un 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4741 ); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 
T'ahuri 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan 
Nomor 125); 

Memperhatikan ..... 



Memperhatikan 1.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

2.	 Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Dengan persetujuan bersama
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
KABUPATEN WAY KANAN
 

DAN
 

BUPATI WAY KANAN
 

MEMUTUSKAN :
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG 
ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY 
KANAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan 
Nomor 4 Tahun 2008 tcntang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten 
Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124) 
diubah sebagai berikut: 

1.	 Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 14 dan angka 20 diubah serta 
angka 21 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1.	 Daerah adalah Kabupaten Way Kanan. 

2.	 Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Way Kanan. 

3.	 Bupati adalah Bupati Way Kanan. 

4.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way 
Kanan. 

5.	 Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Way 
Kanan. 

6.	 Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan. 

7.	 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Way Kanan. 

8.	 Dinas ..... 



8.	 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way 
Kanan. 

9.	 Dinas Soaial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada1ah Dinas 
Sosia1, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan. 

10.	 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi1 ada1ah Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipi1 Kabupaten Way Kanan. 

11.	 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ada1ah Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way 
Kanan. 

12.	 Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Way Kanan. 

13.	 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah ada1ah 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah 
Kabupaten Way Kanan. 

14.	 Dinas Pemuda, 01ah Raga, dan Pariwisata ada1ah Dinas 
Pemuda, 01ah Raga. dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan. 

15.	 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah 
Dinas Pendapatan, Pengelo1aan Keuangan dan Aset Kabupaten 
Way Kanan. 

16.	 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ada1ah Dinas Pengelolaan 
Sumber Daya Air Kabupaten Way Kanan. 

17.	 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas 
Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan. 

18.	 Dinas Perkebunan dan Kehutarian ada1ah Dinas Perkebunan 
dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan. 

19.	 Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan 
dan Energi Kabupaten Way Kanan. 

20.	 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar ada1ah Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Way Kanan. 

21.	 Dihapus. 

22.	 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT ada1ah Unit 
Pe1aksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way 
Kanan. 

23.	 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan 
Fungsiona1 pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan. 

24.	 Pegawai Negcri Sipil yang sclanjutnya disebut PNS ada1ah 
Pegawai Negeri Sipi! di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way 
Kanan. 

2. Ketentuan ..... 



2.	 Ketentuan Pasal 3 angka 1, angka 8, angka 14, diubah serta 
angka 15 dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasa13 

Dinas-dinas daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari: 
1.	 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 
2.	 Dinas Kesehatan, 
3.	 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
4.	 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
5.	 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 
6.	 Dinas Pekerjaan Umum. 
7.	 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Keci1 dan Menengah. 
8.	 Dinas Pemuda, 01ah Raga, dan Pariwisata. 
9.	 Dinas Pendapatan, Pe ngelolaan Keuangan dan Aset. 
10.	 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. 
11.	 Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan. 
12.	 Dinas Perkebunan dan Kehutanan. 
13.	 Dinas Pertambangan dan Energi. 
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar.
 
1S. dihapus
 

3.	 Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 huruf a, huruf b, 
huruf C, huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Bagian Pertama 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Paragraf 1 
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 

Pasal4 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasa1 3 angka 
1, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten di bidang 
pendidikan dan kebudayaan. 

Pasal6 

I))	 Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan mempunyai tugas pokok 
mc1aksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pendidikan 
dan Kebudayaan bcrdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 

(2)	 Da1am me1aksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)	 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: 
a.	 perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan 

kebudayaan; 
b.	 penye1enggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 

bidang pendidikan dan kebudayaan; 
c.	 pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan 

kebudayaan; 

d. pe1ayanan ..... 



d.	 pelayanan administratif di bidang pendidikan dan kebudayaan; 
dan 

e.	 pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang 
pendidikan dan kebudayaan. 

4.	 Ketentuan Pasal 7 ayat 1, ayat 2, Pasal 5 ayat 1, Pasal 10 ayat 1 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1 
ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Paragraf 2
 
Susunan Organisasi
 

Pasa17
 

(1)	 Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang-Bidang; 
d. Unit Pelaksana Teknis; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)	 Bagan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini. 

Pasa19 

(1)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang diangkat dari PNS yang 
memcnuhi syarat kepangkatan dan pcngalaman jabatan serta dalam 
melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala Dinas Pendidilzan dan Kebudayaan. 

(~)	 Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mernbawahi : 
a. Sub Bagian Umum dan Ke pcgawaian ; 
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaparan; dan 
c. Sub Bagian Keuangan. 

(3) Setiap Sub Bagian sebagaiaman dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi 
syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 
serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Sekretaris yang membawahinya. 

Pasal10 

(1)	 Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri 
dari: 
a. Bidang Pendidikan Dasar; 
b. Bidang Pendidikan Menengah; 
c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal' dan 
d. Bidang Kebudayaan.	 ' 

(2) Setiap ...... 



(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipirnpin oleh 
seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat 
keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam 
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pasal 11 

(1)	 Kepala Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10 ayat (1) huruf a, mernbawahkan: 
a.	 Seksi Pendidikan Sekolah Dasar; dan 
b.	 Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 

(2)	 Kepala Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 ayat (1) huruf b, membawahkan: 
a.	 Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas; dan 
b.	 Seksi Pendidikan Sekolah Mcncngah Kejuruan. 

(3) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, 
mernbawa.hkari: 
a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan 
b. Seksi Pendidikan Masyarakat. 

(4)	 Kepala Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1) huruf d, mernbawahkan: 
a. Seksi Seni dan Budaya; dan 
b. Seksi Tradisi Daerah, Sejarah, dan Kepurbakalaan. 

(5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari 
PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, sert.a dalam melaksanakan tugas berada 
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang 
membawahkannya. 

5.	 Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) ditambahkan huruf d sehingga Pasal 
50 ayat 1 (satu) berbunyi sebagai berikut: 

Pasa150 

(1)	 Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 47 avat (1) 
huruf c, terdiri clari : 
a.	 Bidang Cipta Karya; 
b.	 Bidang Tata Ruang; 
c.	 Bidang Bina Marga; dan 
d.	 Bidang Kebersihan dan Pertamanan. 

6. Ketentuan ..... 



6.	 Ketentuan Pasal 51 diantara Ayat (3) dan Ayat (4) disisipkan 
1 ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal51 

(1)	 Kepala Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud Pasal 
50 ayat (1) huruf a, mernbawahi : 
a.	 Seksi Tata Bangunan; dan 
b.	 Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman. 

(2)	 Kepala Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 
50 ayat (1) huruf b, mernbawahi: 
a.	 Seksi Tata Ruang Wilayah; dan 
b.	 Seksi Pengembangan Tara Perkotaan. 

(3)	 Kepala Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud Pasal 
50 ayat (1) huruf C, membawahi: 
a.	 Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan 
b.	 Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 

(3a)	 Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana 
dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf d, mernbawahi: 
a.	 Seksi Kebersihan; dan 
b.	 Seksi Pertamanan. 

(4)	 Setiap Seksi dipimpin aleh searang Kepala Seksi yang diangkat 
dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan 
peraturan pcrundang-undangan, serta dalam melaksanakan 
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala Bidang yang membawahinya. 

7.	 Ketentuan Pasal 60 sampai dengan 67 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Bagian Kedelapan
 
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
 

Paragraf 1
 
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
 

Pasa160
 

Dinas Pernuda, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud 
Pasal 3 angka 8, merupakan unsur pelaksana otoriomi daerah 
Kabupaten di bidang Perm.ida , Olah raga , dan Pariwisata. 

Pasal61 

Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 60, dipimpin oleh searang 
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal62 ..... 



Pasa162 

(1)	 Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang 
pemuda, olahraga, dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan 
tugas pembantuan. 

(2)	 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas Pernuda, Olahraga, dan Pariwisata 
menyelenggarakan fungsi: 
a.	 perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, 

dan pariwisata; 
b.	 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata; 
c.	 pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, 

olahraga, dan pariwisata; 
d.	 pelayanan administratif di bidang pemuda, olahraga, dan 

pariwisata; dan 
e.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang 

pemuda, olahraga, dan pariwisata 

Paragraf 2 
Susunan Organisasi 

Pasal63 

(1)	 Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 
terdiri dari: 
a.	 Kepala Dinas; 
b.	 Sekretariat; 
c.	 Bidang-Bidang; 
d.	 Unit Pelaksana Teknis; dan 
e.	 Kelompok Jabatan Fungsiana1. 

(2)	 Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
VIII yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan daerah 
In1. 

Pasal64 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) huruf a, 
diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, 
dan pengalaman jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasa165 

(1)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sckretaris Dinas yang diangkat dari PNS 
yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan 
serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemuda, 
Olahraga, dan Pariwisata. 

(2) Sekretaris .... 



(2)	 Sekretaris sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), rnernbawahi : 
a.	 Sub Bagian Urnurn dan Kcpegawaian ; 
b.	 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaparan; dan 
c.	 Sub Bagian Keuangan. 

(3)	 Setiap Sub Bagian sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), dipirnpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang 
rnernenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, serta dalarn rnelaksanakan tugas berada 
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris yang 
rnembawahinya. 

Pasa166 

(1)	 Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) huruf c, 
terdiri dari : 
a.	 Bidang Keperriudaan: 
b.	 Bidang Keolahragaan; dan 
c.	 Bidang Kepariwisataan. 

(2)	 Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), clipimpin 
aleh searang Kepala Biclang yang diangkat dari PNS yang 
rnernenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalarnan jabatan 
serta dalarn rnelaksanakan tugas berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pernuda, 
Olahraga, dan Pariwisata 

Pasa167 

(1)	 Kepala Bidang Kepernudaan sebagairnana dirnaksud Pa.sal 66 ayat 
(1) huruf a, membawahi: 
a.	 Seksi Pernbinaan dan Kerjasarna Lernbaga Kepemudaan; clan 
b.	 Seksi Pernberdayaan Pcrnuda. 

(2)	 Kepala Bidang Keolahragaan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 
66 ayat (1) huruf b, mernbawahi: 
a.	 Seksi Pembinaan Manajemen Keolahragaan; dan 
b.	 Seksi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 

(3)	 Kepala Bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 66 ayat (1) huruf c, rnernbawahi: 
a.	 Seksi Prornosi dan Pengembangan Obyek Wisata; dan 
b.	 Seksi Pernbinaan Usaha Pariwisata. 

(4)	 Setiap Seksi dipirnpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat 
dari PNS yang mernenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan 
tugas berada eli bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala Bidang yang rnernbawahinya. 

8.	 Ketentuan ..... 



8.	 Ketentuan Pasal 82 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasa182 

(1)	 Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pasal 79 ayat (1) huruf c, 
terdiri dari: 
a.	 Bidang Data, Inforrnasi, dan Perencanaan Teknis; 
b.	 Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi; 
c.	 Bidang Operasi, Pemeliharaan dan Pemberdayaan P3A; dan 
d.	 Bidang Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air. 

9.	 Ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal83 

(1)	 Kepala Bidang Data, Inforrnasi, dan Perencanaan Teknis 
sebagaimana dirnaksud Pasal 82 ayat (1) huruf a, membawahi: 
a.	 Seksi Data dan Informasi Tcknis; dan 
b.	 Seksi Perencanaan Teknis; dan 

(2)	 Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, membawahi: 
a.	 Seksi Pembangunan dan Pcningkatan Irigasi; dan 
b.	 Seksi Rehabilitasi lrigasi. 

(3)	 Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan dan Pemberdayaan P3A 
sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf c, membawahi: 
a.	 Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan 
b.	 Seksi Pemberdayaan P3A. 

(4)	 Kepala Bidang Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air 
sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d, membawahi: 
a. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air; dan 
b. Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air. 

10.	 Ketentuan Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Keempat Belas
 
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
 

Paragraf 1
 
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
 

Pasal108 

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sebagaimana dimaksud 
Pasal 3 angka 14, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah 
Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar. 

Pasal 109 ...... 



Pasal 109 

Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 108, dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 110 

(1)	 Dinas Perindustrian, Pcrdagangan, dan Pasar mempunyai tugas 
pokok melaksanakan urusan pcmerintahan kabupaten di bidang 
perindustrian, perdagangan, dan Pasar berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan. 

(2)	 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar 
menyelenggarakan Iungsi: 
a.	 perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, 

perdagangan, dan pasar; 
b.	 penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

di bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar; 
c.	 pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, 

perdagangan, dan pasar; 
d.	 pelayanan administratif di bidang perindustrian, perdagangan, 

dan pasar; dan 
e.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang 

perindustrian, perdagangan, dan pasar. 

Paragraf 2
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 111
 

(1)	 8usunan organisasi Dinas Perindustrian, perdagangan, dan Pasar 
terdiri dari: 
a.	 Kepala Dinas; 
b.	 Sekretariat; 
c.	 Bidang-Bidang; 
d.	 UPT; dan 
e.	 Kelompok .Jabatan Fungsional. 

(2)	 Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
XIV yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan daerah 
In1. 

Pasal 112 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) huruf a, 
diangkat dari PNS yang mcmcnuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan 
pengalaman jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal 113 .... 



Pasal 113 

(1)	 Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal III ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang diangkat dari PNS 
yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan 
serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, dan Pasar. 

(2)	 Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan 
c. Sub Bagian Keuangan. 

(3)	 Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang 
memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris yang 
membawahinya. 

Pasal 114 

(1)	 Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) huruf c, 
terdiri dari : 
a.	 Bidang Industri; 
b.	 Bidang Perdagangan; dan 
c.	 Bidang Pasar. 

(2)	 Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang 
memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan 
serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, dan Pasar. 

Pasal 115 

(1)	 Kepala Bidang Industri sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) 
huruf a, membawahi: 
a.	 Seksi Bimbingan Usaha Industri; dan 
b.	 Seksi Pelayanan Rekomendasi, Pengawasan Lingkungan dan 

Produksi. 

(2)	 Kepala Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 114 
ayat (1) huruf b, rriernbawahi: 
a.	 Seksi Birnbingan Usaha Perdagangan; dan 
b.	 Seksi Perlindungan dan Kcrjasarna Perdagangan. 

(3) Kepala Bidang Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) 
huruf d, membawahi: 
a.	 Seksi Pengelolaan Pasar; dan 
b.	 Seksi Pengembangan Pasar. 

(4) Setiap ..... 



(4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat 
dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan 
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala Bidang yang membawahinya. 

11.	 Ketentuan Pasal 116 sampai dengan Pasal 123 dihapus sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kelima Belas
 
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
 

Paragraf 1
 
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
 

Pasal 116
 
Dihapus
 

Pasal 117
 
Dihapus
 

Pasal 118
 
Dihapus
 

Paragraf 2
 
Susunan Organisasi
 

Pasal 119
 
Dihapus
 

Pasal 120
 
Dihapus
 

Pasal 121
 
Dihapus
 

Pasal 122
 
Dihapus
 

Pasal 123
 
Dihapus
 

12. Ketentuan ..... 



12. Ketentuan Lampiran I, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX, 
Lampiran X, Lampiran XIV diubah dan Lampiran XV dihapus 
sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran VI, 
Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan 
Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisah dari 
peraturan daerah ini. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Way Kanan. 

Ditetapkan di Blambangan Umpu 
pada tangga123 September 2013 

BUPATI WAY KANAN, 

dto 

BUSTAMI ZAINUDIN 

Diundangkan di Blambangan Umpu 
pacta tanggal 23 September 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, 

dto 

Ir. Hi. BUSTAM HADORI, M.M. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2013 
NOMOR 4 

Disalin " suai dengan aslinya 
KEPA BAGIAN HUKUM 

.~ 

BA HRIL SH. MM 
Pembina
 

NIP. 196 1215 198101 1 001
 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 
NOMOR 4 TAHUN 2013
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
 
TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAEIl.~H
 

KABUPATEN WAY KANAN
 

I. UMUM 

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nornor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemcrintah, Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten zKota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang 
cukup signifikan te rkait (-]cngan pcnyclcnga raan r\ m ,'. n.t ahari Daerah 
dalam pclaksanaan otonomi dacrah pada urn urru .yu clan khususnya 
perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan pe rubahan dimaksud 
berpengaruh pada garis kebijaksanaan , koordinasi, perigcndalian serta 
pertanggungjawaban. 

Sebagai tindak lanj ut dari berlakunya pc raturn n perundang­
undangan sebagaimana tersebut di atas dan ag.lr pcnyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan ke pad a masyarakat di 
claerah clapat lebih bcrdaya guna clan berhasil guna, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Way Kanan perlu ditinjau 
kernbali dan mcnctapkan kcmbali Organisasi Uii:;l~>:linas Daerah 
Kabupatcn Way Ka n a n yang sc s u ai dcngan jiw<.l;;m ;.,'mangat serta 
ketentuan yang ditctapkan dalam pcraturan p :uncbng-undangan 
tersebut. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1
 
Cukup .Jclas
 

Pasal 3
 
angka I,	 Merubah Nomenklatur Dinas Pendidikan dengan 

menambahkan fungsi kebudayaari sehingga 
nomcnklaturnya menjadi Dirias h_'ndidikan dan 
Kebudayaan; 

angka 6.	 Menambahkan Fungsi Kebersih..n dun Pertamanan 
pada Dinas Pekerjaan umum. 

angka 8 ..... 



angka 8. Merubah Nomenk1atur Dinas Pemuda, 01ah Raga, 
Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pemuda, 
01ah Raga, dan Pariwisata karena digabungkannya 
fungsi Kebudayaan pada Dinas Pendidikan; 

angka 11. Dengan masuknya fungsi Pasar, maka nomenklatur 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan diubah 
menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 
Pasar. 

angka 15. Dinas Pasar, Kebcrsihan dan Pertamanan di hapus 

Pasa14 
Cukup Jelas 

Pasal6 
ayat (1) 

Cukup Jelas 
ayat (2) 

Cukup Jelas 
Pasa17 

ayat(l) 
Cukup Je1as 

ayat (2) 
Cukup Jelas 

Pasal9 
ayat(l) 

Cukup Jelas 
ayat (2) 

Cukup .Jelas 
ayat (3) 

Cukup Jelas 
Pasal lO 

ayat(l) 
Cukup Jelas 

ayat (2) 
Cukup Jelas 

Pasa1 11 
ayat(l) 

Cukup Je1as 
ayat (2) 

Cukup Jelas 
ayat (3) 

Cukup Jelas 
ayat (4) 

Cukup Jelas 
avat (5) 

Cukup Jelas 
Pasa150 

ayat(l) 
Menambahkan fungsi Kebersihan dan Pertamanan pada 
Dinas Pekerjaan Umum. 

Pasa1 51 ...... 



Pasal 51 
ayat(l) 

Cukup Jelas 
ayat (2) 

Cukup Jelas 
ayat (3) 

Cukup Jelas 
ayat (3a) 

Cukup .Jelas 
ava t (4) 

Cukup Jelas 
Pasa160 

Cukup Jelas 
Pasa161 

Cukup Jclas 
Pasa162 

ayat (1) 
Cukup Jelas 

ayat (2) 
Cukup Jelas 

Pasa163 
ayat(l) 

Cukup Jelas 
ayat (2) 

Cukup .Jelas 
Pasa164 

Cukup Jelas 
Pasa165 

ayat (1) 
Cukup Jelas 

ayat (2) 
Cukup .Jelas 

ayat (3) 
Cukup Jelas 

Pasa166 
ayat (1) 

Cukup Jelas 
ayat (2) 

Cukup Jelas 
Pasa167 

ayat (1) 
Cukup Jelas 

ayat (2) 
Cukup Jelas 

ayat (3) 
Cukup Jelas 

ayat (4) 
Cukup Jelas 

Pasal 82 
ayat (1) 

Cukup Jelas 

Pasal83 ..... 



Pasa183 
ayat(l) 

Cukup Jelas 
ayat (2) 

Cukup Jelas 

ayat (3) 
Cukup Jelas 

ayat(4) 
Cukup Jelas 

Pasal 108 
Cukup Jelas 

Pasal 109 
Cukup Jelas 

Pasal 110 
ayat(l) 

Cukup Jelas 
ayat (Q) 

Cukup Jelas 
Pasal 111 

ayat (1) 
Cukup Jelas 

ayat (2) 
Cukup Jelas 

Pasal 112 
Cukup Jelas 

Pasal 113 
ayat(l) 

Cukup Jelas 
ayat (2) 

Cukup Jelas 
ayat (3) 

Cukup Jelas 
Pasal 114 

ayat (1) 
Cukup Jelas 

ayat (Q) 
Cukup Jelas 

Pasal 115 
ayat(l) 

Cukup Jelas 
ayat (2) 

Cukup Jelas 
ayat (3) 

Cukup Jelas 
avat (4) 

Cukup Jelas 
Pasal 116 

dihapus 
Pasal 117 

dihapus 
Pasal 118 ..... 



Pasa1 118
 
dihapus
 

dihapus
 

dihapus
 

dihapus
 

dihapus
 

dihapus
 

Pasa1 119
 

Pasa1 120
 

Pasa1 121
 

Pasa1 122
 

Pasal 123
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
 
NOMOR 150
 



L 
I 

KELOMPOK
 
JABATAN
 

FUNGSIONAL
 

I 

LAMPIRAN I 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
NOMOR 4 TAHUN 2013 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATUI~N DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 
TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDlKAN DAN KEBUDAYAAN

l KEPALA DINAS I 

I
 
BIDANGBlOANG 

PENDIDIKAN MENENGAI-I PENDIDIKAN DASAR 

I
I 

L 
I
 

SEKSI
SEKSI
 
-I PENDIDlKAN SO
 PENDIDIKAN SMA~ I 

SEKSI~ SEKSI __ 
PENDIDIKAN SMK'-' PF:NDlDlKAN SMP ~ 

-­

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

Il"SUB 8AGlAN 
P~RENCANAAN DAN 

PELAPORAN 

I 
SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

I I 
BIDANG PENDIDIKAN ANAK 

USIA DINI NON FORMAL 
INFORMAL 

BlDANG 
KEBUDAYAAN 

I I 

SEKSI PENDIDIKAN SEKSI SENI 
f--

ANAK USIA DINI I-- DAN BUDAYA 

SEKSI TRADIS] DAERAH,SEKSI PENDIDIKAN - - SFcJARAIl DAN KEPURBAKALAANMASYARAKAT 

'a I 
UPT 

I 
BUPATI WAY KANAN, 

....,. 
dto 

x r r ri 

~I1RIL, SH., MM 
Pembina 

1 rlt=:J) 1 '11 c: 10Ql(\1 1 (\()1 

BUSTAMI ZAINUDIN 

GIAN HUKUM 
Disalin se u j 

T.l"1::'DAT A D 



LAMPIRAN VI 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
NOMOR 4 TAHUN 2013 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 
TENTANG ORGANISASI DINAS~DINAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

I 
KELOMPOK 

I 

~BAG[AN 
UMUM DAN 

I 

~ SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

I 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

JABATAN KEPEGAWAIAN PELAPORAN 
FUNGSIONAL 

I I 
BIDANG BIOANG 

CIPTA KARYA TATA RUANG 

I
f----I 

SEKsr=lTATA BANGUNAN -

SEKS[ 
TATA RUANG W1LAYAH 

SEKSI SEKSI 
~ 

PENYEHATAN - PENGEMBANGAN TATA 
LINGKUNGAN PERKOTAAN 

Di salin s~a, dengan aslinya 

I I 
BIOANG BIDANG KEGERSIHAN 

BINA MARGA DAN PERTAMANAN 

l SEKSI SEKSI 
f--­PEMBANGUNANJALAN KEBERS1HAN 

& JEMBATAN
 

SEKSI
 SEKSI 
- -PEMELIHARAAN JALAN PERTAMANAN 

DAN JEMBATAN 

L UPTKEPAL AGIAN JjlUKUM 
BUPATI WAY KANAN, 

dto 
BAKfIRIL, SH.. MM 

Pembina BUSTAMI ZAINUDIN 
NIP. 196211215 1981011001 



I 

LAMPIRAN VIII 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
NOMOR 4 TAHUN 2013 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 
TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA 

KEPALA DINAS
 

KELOMPOK
 
JABATAN
 

FUNGSIONAL
 

I 

BIDANG 
KEPEMUDAAN 

SEKSI 

r PEMBINAAN DAN KERJASAMA 
LEMBAGA I":EPEMUDAAN 

SEKSI 
~ PEMBERDAYAAN 

PEMUDA 

Disalin SC~ai dcngan aslinya 
Y'T:"""''' T A. A. "",,T'" -.T TTTTTTTT1\11 

embina 
NIP. 19621215 198101 1 001 

BAKI1RIL, SH., MM 

I 
SUB BAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEC AW AlAN 

BIDANG 
KEOLAHRAGAAN 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIi\N 
PERENCANAAN DAN 

PELAPORAN 

I 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

I 
BIDANG 

KEPARIWISATAAN 

f---­

~ 

SEKSI PEMBINAAN 
MANAJEMEN KEOLAHRAGAAN 

SEKSI PEMBINAAN DAN 
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 

r-­

~ 

SEKSI PROMOSI 
DAN PENGEMBANGAN OBYEK 

WISATA 

SEKSI 
PEMBINAAN USAHA PARIWISATA 

UPT I 
BUPATI WAY KANAN, 

dto 

BUSTAMI ZAINUDIN 



LAMPIRAN X 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 
NOM OR 4 TAHUN 2013 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 
TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

I I I 
SUB BAGIAN SUB GAGIAN SUB BAGIAN 
UMUM DAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 

KEPEGAWAIAN PELAPORAN 

KELOMPOK I I I I 
BIDANG DATA,,JABATAN BIDANG PEMBANGUNAN BIDANG OPERASI DAN BlDANG PENGELOLAAN
 

INFORMASI, DAN
FUNGSIONAL DAN REHABILITASI PEMELIHARAAN DAN DAN KONSERVASI 
PERENCANAAN TEKNIS PEMBERDAYAAN P3A SUMBER DAYA AIR 

SEKSI DATA DAN SEKSI PEMBANGUNAN SEKSI OPERASI DAN SEKSI PENGELOLAAN 
t-- INFORMASI TEKNIS f-- DAN PENINGKATAN t-- PEMELlHARAAN r-- DAN PEMANFAATAN 

IRIGASI SUMBER DAYA AIR 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI KONSERVASI 
~ ~ ~ ~PERENCANAAN REHABILITASI IRIGASI PEMBERDAYAAN P3A DAN PENGENDALIAN 

TEKNIS SUMBER DAYA AIR 

DisaIin seRgan aslinya I UPT I
KEPALP AGIAN HUKUM 

BUPATI WAY KANAN, ( , 
dto 

BAK] IIRIL SH. MM 
Pembina BUSTAMI ZAINUDIN 

!\lIP lQA') h ') 1 r::; 1a oR 1o 1 1 oo 1 






